BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.180, 2017

KEMKEU. Pengendalian Gratifikasi. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 7/PMK.09/2017
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme serta mengupayakan pengendalian gratifikasi
sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam
menjalankan tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh
dan penuh tanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2015
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka
menyelaraskan dengan  Peraturan Ketua  Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi,
perlu mengatur kembali ketentuan/pedoman
pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian

Keuangan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan  Menteri Keuangan tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Keuangan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal
dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,
barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.

Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat
UPG adalah unit pelaksana program pengendalian
Gratifikasi.

Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan yang
selanjutnya disebut ASN Kemenkeu adalah pegawai negeri
sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan
penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di
lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk
pejabat/pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau
dipekerjakan) pada organisasi atau institusi lainnya dan
digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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10.

11.

12.

Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun
internal Kementerian Keuangan, orang perseorangan,
kelompok, maupun badan hukum.

Pelapor adalah ASN Kemenkeu yang menyampaikan
laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana ASN
Kemenkeu memiliki atau patut diduga memiliki
kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas
setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga
dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang
seharusnya.

Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan adalah
Pihak Lain yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
pelayanan Kementerian Keuangan, memiliki kepentingan
terhadap kebijakan Kementerian Keuangan, atau dapat
terkait dan berpengaruh baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap suatu kebijakan Kementerian
Keuangan.

Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi ASN Kemenkeu
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
serta jabatannya.

Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan
atau nilai, untuk semua peserta, tamu, undangan,
pegawai, nasabah, pelanggan, atau konsumen.
Pembiayaan Ganda adalah pembiayaan yang dilakukan
oleh dua pihak yang berbeda untuk kegiatan yang sama.

Menteri adalah Menteri Keuangan.



(1)

(2)

2017, No.180

BAB II
KEWAJIBAN ASN KEMENKEU
DAN KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Kewajiban ASN Kemenkeu

Pasal 2

ASN Kemenkeu memiliki kewajiban untuk:

a.

menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugas yang bersangkutan;

melaporkan penolakan Gratifikasi kepada UPG; dan
melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak
dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung

kepada KPK.

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan Gratifikasi

yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

a.
b.

C.

Gratifikasi tidak diterima secara langsung;

pemberi gratifikasi tidak diketahui;

penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi
yang diterima; dan/atau

terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak,
yang antara lain dapat mengakibatkan rusaknya
hubungan baik institusi, membahayakan diri

sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.

Bagian Kedua

Kategori Gratifikasi

Pasal 3

Gratifikasi yang diterima oleh ASN Kemenkeu,

dikategorikan menjadi:

a.
b.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan



